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Aksi aparat sipil negara
(ASN} yang membuat surat
pertanggungjawaban (SPj)
fiktif di lingkungan Pem-
prov Sumbar, mengundang
reaksi sejumlah anggota
DIPRD Sumbar, Rabu (11/
1).

USoal temuan SPJ fiktif
adalah pukulan bagi Pem-
prov Sumbar. Ini merupa-
kan pertanda bahwa sis-
temy pengawasan, pengen-
dalian keuangan dan ad-

ministrasi pemerintahan’

SUM

masih lemah dan harus
ditingkatkan, ” ungkap Ke-
tua Komisi I DPPRD Sumbar
Aristo Munandar, Selasa
(10/1).

Aristo  menecgaskan,
semua pelaku penyele-
wengan dana harus dihu-
kum. Walaupun jumlah
uangnya cuma Rpl10 rupiah
sekalipun.  Perilakunva
vang salah, tak masalah
berapa banyak atau sedikit
uangnyva,” tegasnva.

Seperti diketahui baru-
baru ini dari Badan Peme-

riksa Keuangan (BPK) RI
Perwakilan Sumbar, mene-
mukan penyelewengan
UJ”;: lll,';;;‘.f.l Il\t‘nl_d}“n
angka puluhan miliar ru-
piah, dengan modus SP)
fiktit.

Penyelewengan terse-
but diduga dilakukan ok-
num stafl Dinas PU dengan
inisial "JSN” vang merupa-
kan Pejabat Pelaksana Tek-
nis Kegiatan (PPTK) di
SKID tersebut.

Dengan cara memper-
banyak dan menambah

laporan 5P ganti rugi pem-
bebasan lahan untuk pro-
vek jalan Samudera dan
pembebasan lahan pem-
bangunan Fiy Quer di Kota
Padang dari dana APBD
2015.

Aristo meminta, guber-
nur untuk mengintruksikan
peningkatan pengawasan
dan pengendalian keua-
ngan dacrah di seluruh
Struktur Organisasi Pe-
rangkat Dacrah (SOPD},
termasuk diantara dinas,
badan, bire dan sebagai-
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oP] Fiktif, Bukti Lemah Pengawasan

nya.

“Semua kepala SOPD
dan struktur pejabat di
semua instansi harus le-
bih teliti. Semua SP| dan
surat menyurat lainnya
yang akan ditandatangani
harus benar-benar diteliti
dulu, jangan lagi sckadar
main teken saja,” tegas-
nva

Scbelumnya,  Ketua
DPRD Sumbar Hendra Ir-
wan Rahim mengatakan,
untuk mengindari adanya
cksekutit atau legislatif

vang tersangkut penya-
lahgunaan anggaran pa-
da 2017 sckarang, penga-
wasan akan ditingkatkan.

“Tahun 2016, kita agak
lemah dalam pengawasan,
Schingga kasus penyalah-
gunaan anggaran rentan
terjadi. Kita ingin, tahun
2017 tak ada lagi penvim-
pangan- penyimpangan,
Karena itu pengawasan
akan ditingkatkan,” ujar
Hendra, saat jumpa pers
dengan wartawan, bebe-
rapa waktu lalu. (x)



